
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 77 TAHUN 2004 SERI E12

PERATUR AN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 62 TAHUN 2004

TENTANG

PENDIDIKAN MADRAS AH DINIYAH AWALIYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

Menimbang : a. bahwa tujuan Pendid ikan Nas ional ada lah untuk membentu k para siswa
usia sekolah Dasar/ Menengah sebaga i generasi penerus bangsa yang
ber iman dan ber taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan
kaidah agama Islam

b. Bahwa untuk mewujudkan tujuan sebaga imana dimaksud pada huruf a,
per lu mel alu i pendid ikan agama yang memadai bag i masyaraka t salah
satu bentuk kongkr itnya melalu i pendid ikan madrasah din iyah awa liyah;

c. Bahwa berdasarkan per timbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan b, maka pendid ikan madrasah din iyah awaliyah per lu ditetapkan
dengan Peratu ran Daerah .

Mengingat : 1. Undang -Undang Republ ik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 ten tang
Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
Djawa Barat (Berita Negara tangga l 8 Agustus 1950):

2. Undang -Undang Republ ik Indonesia Nom or 22 Tahun 1999 ten tang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun
1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia
Nomor 3839);

3. Undang -Undang Republ ik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 ten tang
Sis tim Pendid ikan Nas ional (Lemb aran Negara Republ ik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia
Nomor 4301);
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4. Peratu ran Pemerintah Republ ik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990
ten tang Pendid ikan Dasar (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun
1990 Nor ,-.3; 36 ,Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia
Nomor 3412 );

5. Peratu ran Pemerintah Republ ik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang
Pendid ikan Menengah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun
1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia
Nomor 3413);

6. Peratu ran Pemerintah Republ ik Indonesia Nomor 73 T ahun 1991
ten tang Pendid ikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia
Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia
Nomor 3461);

7. Peratu ran Pemerintah Republ ik Indonesia Tahun 1992 Peran Ser ta
Masyaraka t Dalam Pendid ikan Nasio nal ( Lembaran Negara Republ ik
Indonesia Nomor 69,Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia
Nomor 3485 );

8. Peratu ran Daerah Kebupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 ten tang
Tehnik Penyusunan Peraturan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten
Cirebon Tahun 2000 Nomor 1, Ser i 0.1 );

9. Peratu ran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 50 Tahun 2001 tentang
Program Pembangunan Daerah Tahun 2001 — 2004 ( Lembaran Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 88, S er i E.14);

10. Peratu ran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Rencana Sa -ategis Daerah kabupaten Cirebon Tahun 2002 – 2004
(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2002 Nomor 43 Ser i
D.10).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERW AKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN MADRASNIDINIYAH
AWALIYAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peratu ran Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah ada lah Kabupa ten Cirebon;
b. Pemerintah Daerah ada lah Pemerintah Kabupa ten Cirebon;
c. Bupati ada lah Bupati Cirebon;
d. Kantor ada lah Kantor Pendid ikan Agama Kabupaten Cirebon
e. Wajib Belaja r ada lah Wajib Belaja r Madrasah Din iyah Awaliyah di

Kabupaten Cirebon;
f. Madrasah Din iyah Awaliyah ada lah Lembaga Pendid ikan keagamaan

pada jalur sek olah yang menye lenggarakan pendidikan dan
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pengajarannya secara klasikal di Kabupaten Cirebon;
g. Masa Pendid ikan ada lah Jangka waktu yang ditempuh bag i peserta did ik

dalam menyelesa ikan pendid ikannya;
h. Peserta did ik ada lah Para Anak did ik Usia sekolah yang beragama

Islam;
i. Tenaga pendid ik ada lah anggota masyaraka t yang ber tugas

membimbing, mengajar dan atau me latih peserta did ik;
j. Kur iku lum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi

dan bahan pelaja ran ser ta cara yang digunakan sebaga i pedoman
penyelenggaraan keg iatan belaja r mengajar.

BAB II
DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Waj ib belaja r Madrasah Din iyah Awaliyah berdasarkan Pancas ila dan
Undang -Undang Dasar 1945.

Pasal 3

Pendid ikan Madrasah Din iyah Awaliyah ber fungs i untuk memenuhi
kebutuhan masyaraka t akan tambahan pendid ikan agama Islam, terutama
bag i peserta did ik di sekolah umum.

Pasal 4

Pendid ikan Madrasah Din iyah Awaliyah ber tujuan member ikan bekal
kemampuan agama Islam kepada anak usia sekolah untuk
mengernbangkan keh idupannya sebaga i warga mus lim yang ber iman,
ber taqwa dan beramal sha leh ser ta berakh lak mul ia.

BAB III
MASA PENDIDIKAN

Pasal 5

Madrasah Din iyah Awaliyah merupakan satuan pendid ikan keagamaan
jalur luar sekolah yang menyelenggarakan pendid ikan agama Islam
tingka t dasar dengan masa belaja r 4 (empat) tahun.

BAB IV
PESERTA DIDIK

Pasal 6

(1 ) Waj ib belaja r Madrasah Din iyah Awaliyah bersifat terbuka dan
member ikan keleluasaan kepada peserta did ik.

(2 ) Peserta did ik terdir i dar i anak -anak usia sekolah yang berusia 7
Tahun sampai dengan 15 Tahun.

Pasal 7

Set iap peserta did ik mempunyai hak -hak sebaga i ber iku t
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a. Mendapat per lakuan sesuai bakat, minat dan kemampuan;
b. Mengikuti pro gram pendid ikan Madrasah Din iyah Awaliyah

diselenggarakan atas dasar pendid ikan berkeIanjutan;
c . Memperoleh pen ila ian has il belaja rnya.

Pasal 8

Set iap peserta did ik berkewajiban untuk :
a. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendid ikan kecual i bag i

pes erta did ik yang dinebaskan dar i kewajiban tersebut sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Mematuhi semua peratu ran yang ber iaku;
c. Iku t memelihara sarana, prasarana, kebers ihan, ketert iban dan

keamanan madrasah.

BAB V
TENAGA PENDDIK

Pasal 9

(1 ) Pendid ik pada Madrasah Din iyah Awaliyah ada lah orang yang khusus
ber tugas mendid ik dan mengajar pada Madrasah Din iyah Awaliyah.

(2 ) Untuk dapat diangkat sebaga i tenaga pendid ik, yang bersangkutan
harus memenuhi kri ter ia sebaga i tenaga pendid ik.

Pasal 10

Set iap tenaga penaid ik mcmpunyai hak -hak sebaga i ber iku t

a. Memperoleh bantuan st imu lan;

b. Memperoleh pembinaan ;
c . Dapat menggunakan sarana, prasarana dan fasil itas pendid ikan

mil ik pemerintah dan atau pihak lain dalam me laksanakan
tugasnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 11

Set iap pendid ik berkewajiban untuk :
a. Melaksanakan tugas pengabdiannya dengan penuh tanggung

jawab;
b. Meningkatkan kemampuan pro fesional sesuai perkembangan

ilmu pengetahuan, teknologi dan pembangunan bangsa ;
c . Menjaga nama balk sesuai dengan kepercayaan yang diberikan

masyaraka t.

BAB VI
KURIKULUM

Pasal 12

Kur iku lum Madrasah Din iyah Awaliyah ada lah merupakan pedoman
dalam kegiatan pembelaja ran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan
dalam Madrasah Din iyah Awaliyah.
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Pasal 13

Program pembelaja ran di Madrasah Din iyah Awaliyah sek urang -
kurangnya memuat

a. Kur iku lum int i terdir i atas mata pelaja ran Al- qur 'an , Hadi ts,
Akidah akh lak , Fig ih, Sejarah kebudayaan Islam, Bahasa arab
dan Praktek ibadah;

b. Kur iku lum loka l, yang mata pelaja rannya disesuaikan dengan
kebutuhan mas ing -masing madrasah.

BAB VII
PENGELOL AAN DAN PENGAVVAS AN

Pasal 14

(1) Penyelenggaraan vvajib belaja r Madrasah Din iyah Alawiyah ada lah
tanggung jawab pemerintah dan masyaraka t.

(2) Tanggung jawab pemerintah sebaga imana dimaksud ayat (1) ,
dilaksanakan oleh Kantor Departemen Agana dan Din as Pendid ikan

Pasal 15

Pemerin tah Daerah waj ib membina penyel enggaraan Madrasah Din iyah
Awaliyah yang diselenggarakan masyaraka t dalam rangka pembinaan
perkembangan Madrasah Din iyah Awaliyah.

BAB VII I
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal -hal lain yang belum cukup dia tur dalam peratu ran daerah ini ,
sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya, akan dia tur Ieb ih lan jut dengan
Keputusan Bupati .

Pasal 17

Peratu ran Daerah ini mulai ber laku pada tangga l diundangk an.

Agar set iap orang dapat menget ahu inya, memerintahkan pengundangan
Peratu ran Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Cirebon
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Ditetapkan di Sumber
pada tangga l 9 September 2004

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
path tangga l 14 September 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

NUNUNG SAN UHRI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2004 NOMOR 77
SERI E.12
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